
129 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam 

Kontrak Komersial). Kencana. Jakarta. 

 

Ahmadi Miru. 2018. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. Rajawali Pers. 

Depok. 

 

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2018. Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 

Pasal 1233 sampai 1456 BW). Rajawali Pers. Depok. 

 

Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif. 2008. Mengenal Hukum 

Perdat. Gitama Jaya. Jakarta. 

 

Aminuddin Ilmar. Hukum Tata Pemerintahan. 2013. Identitas Universitas 

Hasanuddin. Makassar. 

 

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 

Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

 

Anshori Ilyas, dkk. 2017. Kontrak Publik. UPT Unhas Press. Makassar 



130 
 

 

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2005. Modul Hukum Administrasi 

Negara. Pradnya Paramita. Jakarta. 

 

E. Utrecht. 1998. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Pustaka 

Tinta Mas. Surabaya. 

 

M.Makhfudz. 2013. Hukum Administrasi Negara. Graha Ilmu. Jakarta. 

 

Muhammad Teguh Pangestu. 2019. Pokok-Pokok Hukum Kontrak. SIGn. 

Makassar. 

 

Purwosusilo. 2014. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. 

Prenadamedia Group. Jakarta 

 

Ridwan HR. 2017. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta 

 

R. Subekti. Aneka Perjanjian. 1995. Citra Aditya Bakti. Jakarta 

 

Salim H.S.  Hukum Kontrak “Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak”. 2014. 

Sinar Grafika. Jakarta 

 



131 
 

Titik Triwulan Tutik. 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. 

Prestasi Pustaka. Jakarta.  

 

Y. Sogar Simamora. 2017. Hukum Kontrak (Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia). LaksBang 

PRESSindo. Surabaya. 

 

Zainuddin Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta 

 

JURNAL 

 

Muskibah dan Lili Naili Hidayah. “Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak 

dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

di Indonesia”. Refleksi Hukum Vol. 4 No. 2,  2020 

Sri Redjeki Slamet. “Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari 

Sengketa”. Jurnal Lex Jurnalica. Vo. 13, No. 3 Desember 2016 

Anshori Ilyas. Characteristics of Public Contracts and Standardize Public 

Contracts As Instruments of the government. Law Sciences, 

Faculty Of Law, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia. 

International Journal of Advanced Science and Technology. Vol 

29. No 4, (2020) 

 



132 
 

 

 

ARTIKEL 

Kementerian Keuangan, 2014,  Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 

apakah harus dipedomani?, 

https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-

malang-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-

harus-dipedomani-2019-11-05-0ba5c22f/, diakses pada tanggal 16 

februari 2021. 

 

Dewan Perwakilan Rakyat, Naskah Akademik Undang-Undang Jasa 

Konstruksi, hlm 8 https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-

20150320-101549-8349.pdf, diakses pada 11 Februari 2021, 

Pukul 11.15 Wita 

 

Hekal Satira Hasibuan, dkk, Aspek Perpajak atas Usaha Jasa Konstruksi, 

https://www.coursehero.com/u/file/40423105/Jasa-Konstruksi-

Finalpdf/?justUnlocked=1#question, hlm. 6, diakses tanggal 12 feb 

2021, pukul 17.45 Wita 

 

MAKALAH 

https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-malang-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-2019-11-05-0ba5c22f/
https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-malang-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-2019-11-05-0ba5c22f/
https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-malang-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-2019-11-05-0ba5c22f/
https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20150320-101549-8349.pdf
https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20150320-101549-8349.pdf
https://www.coursehero.com/u/file/40423105/Jasa-Konstruksi-Finalpdf/?justUnlocked=1#question
https://www.coursehero.com/u/file/40423105/Jasa-Konstruksi-Finalpdf/?justUnlocked=1#question


133 
 

Indah Parmitasari. “Peran Peenting Negosiasi dalam Suatu Kontrak”. 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 

 

 

 

 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan). 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan 

Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan 

Hukum. 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 



134 
 

7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Standar dan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi 

Melalui Penyedia.  

8) Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 

15849/UN4.1/UM.15/2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang 

Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran dan Belanja Daerah Universitas 

Hasanuddin. 

9) Peraturan Majelis Wali Amanant Universitas Hasanuddin Nomor: 

02/UN4.0/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 

Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2020. 

10) Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Training Center 

dan Hotel Universitas Hasanuddin Tahap I TA. 2020 Nomor 

14347/UN4.33/PL.02.01/2020. 

 

 


